
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

Mengingat 

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Biaya 
Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati; 

b. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi, 
tranparansi dan akuntabilitas dalam pengalokasian, 
penggunaan, penatausahaan dan pertanggung 
jawaban biaya penunjang operasional Bupati dan 
Wakil ·Bupati sebagimana dimaksud .pada huruf a, 
perlu mengatur pengelolaan biaya penunjang 
operasional Bupati dan Wakil Bupati yang 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati; 

Menimbang: a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas 
kedinasan Bupati dan Wakil Bupati, sesuai 
ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 109 
Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kepada Bupati 
dan Wakil Bupati disediakan biaya penunjang 
operasional yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah; 
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Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Purworejo. 
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Purworejo. 
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten 

Purworejo. 
6. Biaya Penunjang Operasional, yang selanjutnya disingkat BPO, 

adalah biaya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk 
mendukung operasional pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil 
Bupati. 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya 
disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, 
dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

Pasal 1 

KETENTUAN UMUM 

BABI 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN BIAYA 
PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL 
BUPATI. 

MEMUTUSKAN: 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 



Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi 
penganggaran, penggunaan, penatausahaan serta pertanggungjawaban 
BPO Bupati dan Wakil Bupati. 

Pasal2 

8. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan 
penggunaan anggaran pada Sekretariat Daerah untuk 
melaksanakan tugas pokok dan fungsi. 

9. Pejabat Penatausahaan Keuangan, yang selanjutnya disingkat PPK, 
adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan 
pada Sekretariat Daerah. 

10. Bendahara Pengeluaran adalah stafyang ditunjuk untuk menerima, 
menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan 
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah 
dalam rangka pelaksanaan APBD pada Sekretariat Daerah. 

11. Rencana Kerja dan Anggaran Bupati/Wakil Bupati, yang 
selanjutnya disebut RKA Bupati/Wakil Bupati, adalah dokumen 
perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan 
anggaran Bupati dan Wakil Bupati. 

12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bupati/Wakil Bupati, yang 
selanjutnya disebut DPA Bupati/Wakil Bupati, adalah dokumen 
yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai 
dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran. 

13. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP, 
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang 
bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/Bendahara 
Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran. 

14. SPP Langsung, yang selanjutnya disingkat SPP-LS, adalah dokumen 
yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan 
pembayaran langsung kepada Pihak Ketiga atas dasar perjanjian 
kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran 
gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran 
tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis 
Kegiatan. 

15. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disingkat 
SPM-LS, adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna 
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk menerbitkan SP2D 
atas beban pengeluaran DPA Bupati/Wakil Bupati kepada Pihak 
Ketiga. 

16. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D, 
adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana 
yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat 
Perintah Membayar. 

17. Tenaga Khusus Bupati adalah tenaga bukan PNS yang bekerja 
membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Bupati. 



(3) Alokasi anggaran BPO bagi Bupati sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf a berlaku juga bagi Pelaksana Togas (Pit.) Bupati 
atau Penjabat (Pj.) Bupati. 

(2) Alokasi anggaran BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
digunakan oleh: 
a. Bupati paling banyak sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan 
b. Wakil Bupati paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen). 

(1) Alokasi anggaran BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
ayat (2) digunakan untuk membiayai: 
a. kegiatan koordinasi; 
b. kegiatan penanggulangan kerawanan sosial masyarakat; 
c. kegiatan pengamanan; dan/ atau 
d. kegiatan khusus lainnya. 

Pasal4 

Bagian Kesatu 
Umum 

PENGGUNAAN 

BAB III 

(4) Pelaksanaan penganggaran BPO sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten 
Purworejo. 

(3) Besaran BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati untuk setiap tahun anggaran 
berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah. 

(2) Penganggaran BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 
banyak sebesar 0.15% (nol koma lima belas persen) dari 
Pendapatan Asli Daerah dalam APBD. 

(1) BPO Bupati dan Wakil Bupati dianggarkan dalam APBD pada 
kelompok Belanja Tidak Langsung, Jenis Belanja Pegawai, Objek 
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta 
KDH/Wk. KDH dan Rincian Objek Belanja Penunjang Operasional 
KDH/Wk. KDH. 

Pasal3 

PENGANGGARAN 

BAB II 



(6) Koordinasi secara tidak lar~6Utl~ sebagaimana dimaksud pada ayat, 
(2) huruf b adalah kegiat.an koordinasi yang dilaksanakan oleh 
J1upati/Wakil Hupari dengan individu, tokoh agamtt, kelompok 
keagarnaan, k.clompok kcpemudaan, kelornpok organis;isi wanita, 
kclompok lanjut usia, atau kelompok masyarakat lainnya, melalui 
pengajuan proposal perrnohonan banruan yang ditujukan kcpada 
Hupat.i / Wakil Bupati, 

[S] Rincian pernblaynan kcgiatan koordinasi secara la.ngsung melalui 
rapat scbagairnana dimaksud pada ayat. {'1) huruf a mcliputi: 
a. penyediaan ternpat penyelcnggara .. an koordinasi; 
b, penyediaan rnakanan minurnan; 
c. pcnyodiaan alat tulis kantor; 
d. penyediaan cerak dan penggandaan; 
e. penyediaan transportasi; 
I, pcnyediaan barang nan jasa: danj atau 
g. penyediaan honorarium. 

{4) Kcgiatan koordinaei secara langsung scbagairnana dimaksud pada 
ayat P) te,'dfri atas: 
a. kegiatan koordinasi secara langsung melalul rapat; 
b. kcgiatan koordinasi secara langsung ridak mclalui rapat. 

(3} Kcgiatan koordinasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada 
ayal j2) buruf a adalah kcgiatan koordinasi yani;: dilaksanakan olch 
Hupati/Wakil Bupati bersama Pemerintah, Pemcrintah Provins] 
.Jawa Tengan, ~merintah Provinsj./Kabupaten r Kota lain, 
Pemerinrah Desa, masyarakat dan/al~U kelompok masyarakat. 

(2) Kcgi.atan koordinasi sebagaimana dirnaksud pada ayar (l) terdiri 
1:1l1:1s; 
a. koordinasi secara Iangsung; 
b. koordinaai secara tidak langsung: dan 
c, koordi nasi insideritil. 

(1) Kcgiatan koordinasi peloksanuan tugaa Bupatl dan Wakil Bupati 
sebsgalmana dirnaksud dalarn ?asal 4 ayat (1) huruf a rnelipuri: 
kegiatan koordinasi yanK melibatkan Pcrangkat Daerah, inst.ansi 
vcrtikal di Daerah, masyarakat, pihak $W8.$t9, dunia usaha, 
orga n i sas i kerna syaraka tan clan km baRa I a i n nya. 

Pa~al 5 

Bagian Kedua 
l<egiet.an koordinaei 

(4) Dalarn hal lerjadi kekosongan jabatan Wakll Hupati, maka 
sepanjang rugaa Wakil Bupati d,r.:ingkap olch Bupati, alokasl 
penggunaan BPO oleh Bupan dapat dircalisasikan sebesar 100% 
[scratus pcrsen). 



(1) Kcrawanan sostal masyarakat sehagairnana dimaksud dRIAm 
Pasal '1 ayat (1) huruf b adalah suatu keresahan sosial 
berkepanjangan yang terjadi di masyarakat karena suatu konflik 
sosial antar kelornpok rnasyarakat dan hasil pemccahan serta 
pcnyelesalan konflik bclum dapat direrima okh masyarakat atau 
kelompok rnasyarakat tertentu. 

P!l.AAI 7 

B.=igian Kctiga 
Kegiatan Peuanggulangan Kcrawanan Sosial Masyarakat 

(5) Pembiayaan kcgiatan koordinasi scbagairuana dimaksud pada 
ayat ( 1 J. ayat, (2), ayar (~) dan ayat (4) ditakukan dalarn 1 (saru) 
tahun ~aran. · 

(4) Ht:saran penggunaan HPO dalam petaksauaan kcgiatan kcordinast 
[nsidcntil sebagalmana dirnaksud dalam Pasal 5 ayat (71 paling 
banyak sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah} untuk sctiap 
kegiatan. 

(3) Besaran penggunaan BPO pada kegiatan koordinasi tidak langsung 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) paling banyak 
sebesar Rp.7.500.000,- [rujuh juta lirna ratus ribu rupiah) untuk 
sctiap kegiatan. 

(2) Besara» pcnggunaan nPo pada penyediaan honorarium 
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5 ayat (5) huruf g paling 
banyak sebeaar Rp.5.000.000,- (Hrna jula rupiah) untuk sctiap 
orang/ kegiatan, 

( I ) lie saran pt;11MU n aa n 13PO pada kegiata n koordinasi seca ra 
langsung tidak mdalui rapat sebagairnnna dimaksud dalarn Pasal S 
c1.yat (4) huruf b paling banyak scbcsar Rp.5.000.000, · [lirna juta 
rupiah) untuk setiap kegiatan. 

(8) Kcgiatan konrdinasi pclaksanaan rugas Wakil !Jupat.i dilakukan 
berdasarkan alas perinrah dan dikoordinasikan oleh Bupali. 

(7) Koordinasi inaidentil scbagaimana dlrnaksud patla ayat ('.2) huruf c 
ad~ilr1h kcgiatan koordinasl yang dilakukan oleb 'I'cnaga Khusus 
Hupati dcngan individu, tokeh agams , kelompok keagamaan, 
kclompok kepernudaan, kelornpok organisasi wan ira, kclornpok 
lcmjut usia, atau kclompok rnasyarakat lainnya, y;mg dilaksanakan 
berdascrkan eurat perintah tugas dari IJupat.i. 



(2) Kcgiatan kcncgaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
acara yang diatur dan dilaksanakan nleh panitia negara sccara 
terpusa t yang dihadiri olch Prcsidcn dan / a tau W akil Presiden serta 
Pcjabat Negara dan undangan lain. 

(1) Kegiatan khusus lainnya sebagaimana dimaksud dalaw Paw 4 
ayat (I) lmmf d terdiri ataa kcgiatan kcnegaraan, promosi dan 
protokoler lainnya. 

Pasnl q 

Ragisrn Kelima 
Kf.giatan Khusus Lainnya 

(41 RPO untuk kcgiatan pcngamanan sebagairnana dimak:sud pada 
ayat (3) dialokasikan pilling uanyak sebesar "1p.2J)OO.OOO,- (dua 
juta rupiah) untuk sctiap kcgiatan, 

(3) Kep;iar~n pengamanan scbagairnana dimaksud pada ayat (2} bcrupa: 
a. pengawaian dcngan kcndaraan khusus (ooor!fd.e'1; atau 
b. pengawalan olch tcnaga kcamanan khusus Bupati. 

(2) Kcgiatan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 
a. pengamanan kunjungan kcrja Bupati/Wakil tsupati dalarn 

daerah dan luar dacrah; 
ti. pengarnanan tarnu Daerah. 

(I) KP.giaran pcngarnanan scbagaimana dimaksud dalarn Pasal 4 ttyal 
(1) huruf c adalah kegiatan pengamanan pclaksanaan tugas/ 
kegiatan Bupati dan Wakil Hupati atau tarnu Daerah 
(Presidcn/Wakil Presiden dan Pejahat Pcmcrintah Pusar/Provinsl] 
yang dilakukan dengan mellhatkan bcrbagai unaur satuan 
kcarnanan terkait. 

Pasal 8 

~1Keempat. 
Kegiatan Pengamanan 

(3) Besarnya banruan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan 
paling banyak sebcsar Rp.5.000.000,- [Iirna juta rupiah) untuk 

. setiap kelompok/kcgiatan. 

{21 Alokas] 1:3.PO untuk kegiatan penanggulangan kerawanan sosial 
masyarakat scbaaaimana dirnaksud pada ayal (11 diberlkan d.alam 
bentuk: 
a. bantuan 1$0c<;.ial unt.uk kclompok sosial masyarakat yan~ 

rncngalami konfllk sosial: 
b, bantuan untuk keglaran pcnccgahan atau mengatasi konllik 

sosial. 



(4) Kuasa BUD menyerahkan SP2D kepada bank dan selanjutnya bank 
mernindahbukukan ke rekening Bendahara Pengeluaran untuk 
selanjutnya ditransfer ke rekening Bendahara Pengeluaran, 

(2) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran rnenerbitkan SPM 
LS berdasarkan Dokumen SPP-LS Belanja Tidak Langsung 
sebagairnana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) yang telah 
dinyatakan lengkap dan sah oleh PPK. 

(3) SPM-LS yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diajukan kcpada Bendahara Umum Daerah/ Kuasa Bendahara 
Umum Daerah untuk penerbitan SP2D. 

(I) PPK melakukan penelitian dan rneregister Dokumen SPP-LS Belanja 
Tidak Langsung yang diajukan oleh Bendahara Pcngeluaran 
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal l 1 ayat (2) sebelum diteruskan 
kepada Pengguna Anggaran. 

Pasal 12 

(4) Apabila Bendahara Pengeluran telah mempertanggungjawabkan 
penggunaan anggaran BPO paling sedikit 50% (lima puluh persen) 
dari anggaran yang telah dicarikan, rnaka Bendahara Pengeluaran 
dapat mengajukan permohonan pencairan dana kembali. 

(3) Besaran anggaran BPO yang diajukan permintaan pembayaran 
dilakukan berdasarkan: 
a. proposal permohonan bantuan yang ditujukan kepada 

Bupati/Wakil Bupati; 
b. paling banyak sebesar 5% (lima persen} dari total anggaran 

BPO. 

yang BPO 

e. lampiran SPP-LS Belanja Tidak Langsung terdiri dari: 
1. koordinasi secara langsung: 

a. koordinasi secara langsung melalui rapat: 
I) surat undangan; 
2) daftar hadir; 
3) notulen; 
4) tanda terima honorarium. 

b. koordinasi secara langsung tidak melalui rapat: 
l) fotokopi lembar disposisi dari Bupati/Wakil Bupati 

terkait pengeluaran penggunaan BPO; 
2) kwitansi penerimaan BPO yang ditandatangani oleh 

penerima, bermaterai cukup. 
2. koordinasi secara tidak langsung: 

a. fotokopi lembar disposisi dari Bupati/Wakil Bupati pada 
proposal permohonan bantuan; 

b. rekapitulasi proposal permohonan bantuan. 
3. koordinasi insidentil: 

a. surat perintah tugas; 
b. laporan hasil koordinasi; 
c. tanda terima/ kwitansi penerimaan 

ditandatangani oleh penerima. 



(3) Bendahara Pengeluaran wajib menyampaikan pertanggungjawaban 
atas pengelolaan BPO yang menjadi kewenangannya sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan 
keuangan daerah. 

(2) Bendahara Pengeluaran melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis 
atas laporan pertanggungjawaban pengeluaran dari pembantu 
bendahara pengeluaran Bupati/Wakil Bupati sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang 
undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah. 

(1) Pembantu Bendahara Pengeluaran Bupati/Wakil Bupati 
mempertanggungjawabkan penggunaan dana . BPO kepada 
Bendahara Pengeluaran dengan dilengkapi bukti-bukti yang sah 
atas pengeluarannya sesuai ketentuan peraturan perundang 
undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah. 

Pasal 15 

Bagian Ketiga 
Pertanggungjawaban Penggunaan Dana 

(2) Dokumen yang digunakan oleh Pembantu Bendahara Pengeluaran 
Bupati/Wakil Bupati dalam menatausahakan pengeluaran 
perrnintaan pembayaran BPO buku bantu pengeluaran belanja. 

( 1) Dokumen yang digunakan oleh Bendahara Pengeluaran dalarn 
menatausahakan pengeluaran permintaan pembayaran BPO terdiri 
atas: 
a. buku kas umum; 
b. buku panjar; 
c. buku pajak; 
d. register SPP-LS Belanja Tidak Langsung; 
e. buku kas pembantu LS. 

Pasal 14 

Bagian Kedua 
Penatausahaan Pengeluaran Dana 

(2) Setelah tahun anggaran berakhir, Pengguna Anggaran dilarang 
menerbitkan SPM-LS Belanja Tidak Langsung yang membebani 
tahun anggaran berjalan. 

(1) Pencairan anggaran BPO dari Bendanara Pengeluaran dilakukan 
sesuai kebutuhan. 

Pasal 13 



SERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO 
TAHUN !017 NO MOR 15 Sfi.:RI E NOMOR 13 

R. ACHMAD KURNIAWAN KADIR 

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO 
INSPE~ 

TTD 

Diundangkan di Purworejo 
pada tanggal 24 .Taaaari !017 

AGUS BASTIAN 

TTD 

BUPATI PURWOREJO, 

Ditetapkan di Purworejo 
pada tanggal !4 J'-an 2017 

Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten 
Purworejo. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 17 

KETENTUANPENUTUP 

BAB V1 

Penggunaan anggaran Belanja Penunjang Operasional KDH/Wk. KDH 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang dilakukan sebelum 
berlakunya Peraturan Bupati ini dan belum dipertanggungjawabkan, rnaka 
pertanggungjawaban penggunaan anggaran dilaksanakan berdasarkan 
ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini. 

Pasal 16 

KETENTUAN PERALIHAN 

BABY 

- 


